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ABSTRAK 

 

URGENSI NPWP BAGI UMKM  

TERHADAP PENAMBAHAN MODAL USAHA  

(Studi Pada Pemilik UMKM Yang Memiliki NPWP  

Di Kota Metro Lampung) 

 
Oleh : 

Riduan 

NPM. 1702100075 

 

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai 

sarana yang merupakan identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanakan 

hak dan kewajibannya untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran Pajak dan 

dalam pengawasan administrasi Perpajakan. NPWP juga sangat penting bagi 

UMKM karena selain sebagai identitas, NPWP juga mempermudah aktivitas 

usaha seperti ketika pengusaha ingin meminjam uang ke Bank sebagai modal 

usaha, pengusaha yang memiliki NPWP akan lebih di percaya oleh Bank 

tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa Urgensinya NPWP 

Bagi UMKM Terhadap  Penambahan Modal Usaha. Jenis Penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research), sedangkan sifat penelitian ini adalah 

deskriptif dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data yaitu wawancara 

dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Pegawai KPP Pratama Metro 

dan Pelaku UMKM yang ada di Kota Metro Lampung. Tekhnik analisis data 

dilakukan dengan cara berfikir induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian,bahwa NPWP sangat bermanfaat terhadap 

penambahan modal usaha khususnya UMKM yang ada di Kota Metro. 

Adapun manfaat NPWP bagi UMKM seperti kemudahan dalam mengajukan 

modal usaha kepada pihak Bank,yang kedua kemudahan dalam transaksi 

kepada instansi,dan kemudahan dalam membuat perizinaan usaha. Selain itu, 

KPP Pratama Metro selalu mengadakan Edukasi sosialisasi secara berkala 

kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM baik itu secara langsung dan 

tidak langsung agar memahami betapa urgensinya NPWP. 
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MOTTO 

 

  خَيْرُ النَّاسِ أنَْفعَهُُمْ لِلنَّاسِ 

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain” 

(Hadits Riwayat ath-Thabrani, Al-Mu’jam al-ausath, juz VII, hal. 58,  

dari Jabir bin  Abdullah r.a..Dishahihkan Muhammad Nashiruddin al-Albani 

dalam kitab: As-Silsilah Ash-Shahihah)) 

 

“Jalani,Nikmati,Tuntaskan Dengan Bismillah” 

(Riduan) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai 

sarana yang merupakan identitas bagi setiap wajib pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjaga ketertiban dalam 

pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam 

hal ini,seorang yang telah berpenghasilan dan menurut Undang-undang 

diwajibkan membayar pajak, yang bersangkutan jelas telah menunjukkan 

identitasnya bahwa ia telah mampu memikul beban negara dengan 

membayar pajak. Semua itu berarti masyarakat wajib pajak mau 

memahami pentingnya membayar pajak dan akhirnya mendaftarkan diri 

untuk mendapatkan NPWP serta mempunyai sikap bangga karena telah 

memiliki NPWP.
1
 

NPWP juga sangat penting bagi UMKM karena selain sebagai 

identitas,NPWP juga mempermudah aktivitas usaha seperti, ketika 

pengusaha ingin meminjam uang ke Bank sebagai modal usaha, pengusaha 

yang memiliki NPWP akan lebih di percaya oleh Bank tersebut, ini 

penting karena untuk menambah modal usaha dari pengusaha atau pelaku 

UMKM itu sendiri. Selain itu juga pengusaha akan mudah saat membuat 

                                                             
1
Mardiasmo,Perpajakan(Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018),3. 
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identitas kelengkapan usaha, dan surat izin usaha, oleh karena itu NPWP 

sangat penting bagi pelaku usaha atau UMKM. 

Perekonomian Indonesia juga telah didominasi oleh kegiatan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan sektor usaha 

informal yang memiliki peran penting dalam kontribusinya.UMKM juga 

di atur dalam undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro 

Kecil Dan Menengah. UMKM adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sesuai dengan 

undang-undang.
2
 

Berikut kriteria UMKM sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008  

Tabel 1.1 

NO Uraian 
Kriteria 

Aset Omset 

1 Usaha Mikro Max 30 juta Max 300 juta 

2 Usaha Kecil >50 Juta - 500 juta 300 Jt- 2,5 M 

3 Usaha Menengah >500 Juta-10 M >2,5 M – 50 M 

 

 Pada tabel 1.1, peneliti lebih fokus pada Usaha Mikro di Kota Metro 

Lampung dengan kriteria yang tertera pada UU Nomor 20 Tahun 2008 

yaitu Aset maksimal Rp30.000.000.00 dan Omset mencapai maksimal 

Rp300.000.000.00.  

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UMK,Usaha Menengah dan 

Perindustrian Kota  Metro jumlah usaha yang ada di Kota Metro 

berjumlah 8.133 unit usaha, mulai dari Usaha Mikro 7.086, Kecil 956 dan 

                                                             
2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha,Mikro,Dan 

Menengah Pasal 1 Ayat 1,2,3. 
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Menengah 91. Berdasarkan data dari Wawancara dan data yang diberikan 

jumlah pemilik UMKM yang memiliki NPWP aktif sebanyak 4.558 dan 

yang belum memiliki sebanyak 3.575.
3
 

   Dari wawancara yang diperoleh peneliti dengan beberapa pemilik 

UMKM di Kota Metro berbagai macam tanggapan yang pemilik UMKM 

lontarkan, seperti pemilik Toko Pakaian Jadi mengatakan bahwa Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) ini sangat penting untuk kemudahan dalam 

bertransaksi, membayar pajak dan juga dapat mengajukan kredit keBank 

untuk menambah modal usaha saya. Adapula yang menuturkan bahwa 

NPWP ini tidak terlalu penting, bahkan masih banyak pelaku UMKM 

yang tidak memiliki NPWP. 
4
 

   Kemudian peneliti juga mewawancarai salah satu pegawai pajak 

KPP Pratama Metro beliau selaku Account Representatif  di Waskon  

(Pengawasan Dan Konsultasi) III, beliau mengatakan bahwa Nomor Pokok 

Wajib Pajak sangatlah penting, yang pertama kemudahan yang memiliki 

NPWP untuk aktivitas bertransaksi di instansi atau pihak ketiga,kemudian 

NPWP juga sudah tertera dalam undang-undang bahkan diwajibkan selaku 

pemilik UMKM untuk memiliki NPWP.
5
 

Adapun manfaat yang dirasakan UMKM berdasarkan 

beberapawawancara yaitu pemilik UMKM yang ada di Metro, mengatakan 

manfaatnya ialah seperti dipermudah dalam transaksi dan peminjaman 

modal kepada Bank, kemudian juga untuk sarana dalam membayar 

                                                             
3
Wawancara dengan Chandra Andikha selaku AR di KPP Pratama Metro 11 juli 2020. 

4
Wawancara dengan Annisa pelaku UMKM pada 11 Juni 2020 

5
Wawancara dengan  Chandra Andika selaku AR di KPP Pratama Metro  pada 11 Juni 2020 
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pajak.Untuk pengajuan kredit ke bank dengan nilai di atas Rp 50 Juta, 

salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah wajib punya atau 

melampirkan NPWP.
6
 

   Berdasarkan berbagai uraian latar belakang di atas, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti dalam penelitian dengan judul “Urgensi NPWP 

Bagi UMKM Terhadap Penambahan Modal Usaha (Studi Pada Pemilik 

UMKM Yang Memiliki NPWP Di Kota Metro Lampung)” 

 

B. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka pertanyaan penelitian yang dapat diambil adalah: Bagaimana 

manfaat NPWP Bagi UMKM terhadap Penambahan Modal Usaha ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: Mengetahui seberapa Urgensinya NPWP Bagi 

UMKM Terhadap  Penambahan Modal Usaha. 

2. Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian diharapkan mampu menghasilkan sesuatu 

yang bermanfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a.  

                                                             
6
Mardiasmo, Perpajakan, 33. 
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b. Manfaat Teoretis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 

penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian 

selanjutnya. 

2) Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan 

mengembangkan wawasan dan informasi, khususnya 

berkaitan dengan Urgensi NPWP Bagi UMKM Terhadap 

Penambahan Modal Usaha. 

c. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman 

praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah 

didapat selama berada di bangku perkuliahan. 

2) Bagi Institut  

Penelitian ini sebagai bahan masukan untuk menambah karya 

ilmiah yang dapat dijadikan literatur dalam penelitian 

selanjutnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

3) Bagi UMKM  

Penelitian ini sebagai literatur untuk pelaku UMKM agar 

mengetahui betapa pentingnya NPWP selain untuk identitas, 

NPWP juga penting untuk memudahkan aktivitas guna modal 

usaha. 
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D. Penelitian Relevan 

1. Lega bestari dengan judul “Pengaruh Kebutuhan Memiliki NPWP, 

Kemudahan Dalam Perpajakan, Dan Pemahaman Wajib Pajak 

Terhadap Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Studi 

Empiris Pada Pengusaha UMKM Di Kota Pekanbaru) Pekanbaru 

Tahun 2015”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa 

dengan adanya NPWP memberikan kemudahan dalam 

bertransaksi,selain itu karena kemudahan perpajakan yang 

diterapkan membuat wajib pajak ingin memiliki NPWP. Terdapat 

persamaan yaitu membahas kebutuhan NPWP bagi pengusaha 

UMKM. Sedangkan perbedaanya terdapat pada variabel dan metode 

penelitiannya, variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan 3 variabel X dan 1 variabel Y sedangkan dalam 

penelitian saya menggunakan 1 variabel X dan 1 Y1, kemudian 

metode yang digunakan yaitu metode survei, metode survei 

dilakukan dengan pendistribusian kuesioner yang diberikan secara 

langsung maupun tidak langsung melalui perantara kepada 

responden, sedangkan dalam penelitian saya menggunakan metode 

Judgmental Sampling adalah salah satu teknik dimana peneliti 

menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria 

khusus.
7
 

                                                             
7
Lega Bestari,“Pengaruh Kebutuhan Memiliki NPWP,Kemudahan Dalam Perpajakan,Dan 

Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”Jom. Fekon. 

2015. 
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2. Megahsari Seftiani Mintje dengan judul “Pengaruh Sikap, 

Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam  Memiliki (NPWP) 

Manado 2016”. Hasil penelitian secara simultan sikap, kesadaran, 

dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak.Secara parsial sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Kesadaran dan pengetahuan berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.Untuk itu, perlu 

dilakukan seminar pengenalan akan pentingnya NPWP bagi para 

pemilik UMKM agarpenerimaan negara khususnya pada sektor 

UMKM terus meningkat. Terdapat persamaan dalam penelitian ini 

ialah sama-sama membahas tentang NPWP. Sedangkan 

perbedaanya terdapat pada variabel dan metode 

penelitiannya.Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan 3 variabel X dan 1 variabel Y sedangkan dalam 

penelitian saya menggunakan 1 variabel X dan 1 Y. Kemudian 

metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 

metode yaitu Penelitian Lapangan (Field Research) danPenelitian 

Pustaka (Library Research),sedangkan dalam penelitian saya 

menggunakan metode Judgmental Sampling adalah salah satu 

teknik dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan 

cara menetapkan kriteria khusus
8
 

                                                             
8
Megahsari Seftiani Mintje,“Pengaruh Sikap,Kesadaran,Dan Pengetahuan Terhadap 
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3. Siti Masruroh, Zulaikha dengan judul “Pengaruh Kemanfaatan 

NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi 

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi empiris pada 

WP OP di kabupaten tegal) Semarang tahun 2013. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan bahwa hasil statistik deskriptif kemanfaat 

NPWP menunjukkan bahwa jawaban sebagian besar responden 

adalah setuju, hal ini berarti pendapat WP OP yang melakukan 

usaha di kabupaten tegal mengenai kepemilikan NPWP dapat 

dikatakan bermanfaat. Persamaan penelitian ini dengan peneliti 

yaitu membahas tentang NPWP. Sedangkan perbedaanya terdapat 

pada metode penelitian dan variabel.empat variabel independen dan 

satu variabeldependen. Variabel yang digunakan dalam penelitianini 

menggunakan variabel  independen dan dependen. Independen 

dalam penelitian ini adalah kemanfaatan NPWP (X1), 

pemahamanwajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), dan sanksi 

perpajakan (X4)dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

kepatuhan wajib pajak (Y),sedangkan dalam penelitian saya 

menggunakan 1 variabel X dan 1 Y.  Kemudian metode yang 

digunakan dalam penelitian ini metode survei 

melaluipendistribusian kuesioner yang diberikan secara langsung 

maupun tidak langsung melalui perantarakepada responden, 

sedangkan dalam penelitian saya menggunakan metode Judgmental 

                                                                                                                                                 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP)”(EMBA 4,No.1 

(Maret 2016). 
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Sampling adalah salah satu teknik dimana peneliti menentukan 

pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria khusus
9
 

                                                             
9
Siti Masruroh,Zulaikha, “Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Paak, 

Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Journal Of Accounting  

2.2013). 



 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

1. Pengertian NPWP 

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada 

Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak 

dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
1
 

2. Kewajiban Untuk Memperoleh NPWP  

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 

menyebutkan bahwa yang diwajibkan mendaftar dan mendapatkan 

NPWP adalah:  

a. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan 

perjanjian pemisahan harta yang didasarkan keputusan hakim 

dikehendaki secara tertulis. 

b. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai 

tempat usaha tersebut di beberapa tempat.  

c. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau  

pekerjaan bebas, jika sampai dengan suatu bulan memperoleh 

penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun.  

                                                             
1
Irwansyah Lubis, Menggali Potensi Pajak Perusahaan Dan Bisnis Dengan Pelaksanaan 

Hukum, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 30-31. 
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d. Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP 

dapat mengajukan untuk memperoleh NPWP.  

Direktorat Jendral Pajak (DJP) dapat menerbitkan NPWP secara 

jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban 

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Hal ini sesuai dengan 

pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (UU KUP).
2
 

3. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

a. Sebagai tanda pengenal 

b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam 

pengawasan administrasi perpajakan 

c. Kewajiban untuk memperoleh NPWP sebagai berikut : 

1) Dipergunakan untuk mengetahui identitas Wajib Pajak yang 

sebenarnya, sehingga setiap Wajib Pajak hanya diberikan 

satu NPWP.  

2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan 

sarana dalam administrasi perpajakan.  

3) Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen 

perpajakan karena yang berhubungan dengan dokumen 

perpajakan diharuskan mencantuman NPWP.  

4) Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya 

dalam setoran pajak (SSP) yang ditetapkan sendiri maupun 

                                                             
2
Albertus Tandilino,H.Akhmad Firman, & Hj.Rostin, “Penerapan pajak dalam 

meningkatkan penerimaan pajak penghasilan final sektor umkm di kota kendari,” Jurnal progres 

ekonomi pembangunan, 2016. 
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pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga wajib 

mencantumkan NPWP.  

5) Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi 

tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP 

dalam dokumen yang diajukan.3 

B. UMKM Dalam Penambahan Modal Usaha 

1. Definisi Usaha Mikro,Kecil Dan Menengah (UMKM) 

a. Usaha Mikro  

Adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan 

usaha yang memenuhi kriteria yaitu memiliki kekayakan bersih 

paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil 

penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah). 

b. Usaha kecil  

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan yang memenuhi kriteria yaitu 

memiliki kekayaan bersih lebihdari Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) sampaipaling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempatusaha atau 

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 

                                                             
3
Mardiasmo, Perpajakan,(Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 29. 
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(tiga ratus juta rupiah)sampai dengan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (2 milyar lima ratus juta rupiah). 

c. Usaha menengah  

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,baik langsung 

maupun tidak langsung  dengan usaha kecil atau besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan 

memenuhi kriteria yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 

RP500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyaar rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan 

tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima 

puluh milyar rupiah)
4
 

Secara umum terdapat berbagai macam definisi mengenai Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Terdapat berbagai acuan 

definisi yang digunakan oleh beberapa instansi di Indonesia, 

yaitu:  

1) UU Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Mikro 

Mengatur kriteria usaha kecil berdasarkan nilai kekayaan 

bersih (di luar tanah dan bangunan) paling besar 

                                                             
4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Dan 

Menengah Pasal 1 Ayat 1,2,3. 
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Rp200.000.000 dengan omzet pertahun maksimal 

Rp1.000.000.000. Sementara itu tentang usaha menengah 

batasan kekayaan bersih (di luar tanah dan bangunan) adalah 

Rp200.000.000 hingga Rp10.000.000.000. 

2) Kementerian Koperasi dan UMKM 

Usaha kecil termasuk usaha mikro adalah entitas usaha yang 

memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan 

memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000. 

Sementara itu usaha menengah merupakan entitas milik 

Warga Negara Indoneasia yang memiliki kekayaan bersih 

lebih besar dari Rp200.000.000 s.d Rp10.000.000.000 tidak 

termasuk tanah dan bangunan.
5
 

3) Badan Pusat Statistik 

BPS menggolongkan suatu usaha berdasarkan jumlah tenaga 

kerja. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki pekerja 

paling banyak empat orang, termasuk tenaga kerja yang tidak 

dibayar. Usaha kecil memiliki pekerja 5-19 orang, usaha 24 

menengah memiliki pekerja 20-99 orang, dan usaha besar 

memiliki pekerja sekurang-kurangnya 100 orang.
6
 

  

                                                             
5
Alfiatul Maulida, “Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil 

Menengah)”,Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kotagede 

Yogyakarta,Jurnal UMKM Dewantara Vol. 1 No. 2 Desember 2018 
6
Ibid., 22. 
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2. Pengertian Modal Usaha 

Modal adalah faktor usaha yang harus tersedia sebelum 

melakukan kegiatan. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi 

perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan arti modal yang 

lain, meliputi baik modal dalam bentuk uang maupun dalam bentuk 

barang. Modal sangat penting dalam mendirikan sebuah usaha.
7
 

Modal usaha mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. 

Oleh karena itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran 

finasial atas usaha yang dijalankan. Sumber modal usaha dapat 

diperoleh dari modal sendiri, bantuan pemerintah, lembaga keuangan 

baik bank dan lembaga keuangan non-bank. 

Dapat disimpulkan bahwa jika pemilik UMKM memiliki 

NPWP kemudian mengetahui betapa urgensinya NPWP bagi 

keberlangsungan usaha UMKM tersebut, karena ketika modal usaha 

UMKM tersebut terpenuhi makan segala bentuk kegiatan usaha akan 

berjalan tidak terhambat dengan modal. 

3. Syarat UMKM untuk mendapatkan Modal Usaha 

a. Harus memiliki Usaha sendiri 

b. Wajib memiliki NPWP ini sesuai dengan Peraturan Mentri 

Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 menyebutkan bahwa yang 

diwajibkan mendaftar dan mendapatkan NPWP adalah Wajib 

                                                             
7
Djamila Abbas, “Pengaruh Modal Usaha, Orientasi Pasar, Dan Orientasi Kewirausahaan 

Terhadap Kinerja Ukm Kota Makassar”, Jurnal Manajemen, Ide, Inspirasi,2018. 
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Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat 

usaha tersebut di beberapa tempat.
8
 

 

C. Urgensi NPWP bagi UMKM 

1. Pengertian Urgensi 

Urgensi berasal dari bahasa latin “ugere” yaitu jenis kata kerja 

yang artinya mendorong. Dalam bahasa inggirs “urgent” yaitu jenis 

kata sifat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI) 

pengertian urgensi adalah jenis kata benda yang berarti suatu 

keharusan yang mendesak, hal yang sangat penting,sangat perlu 

menggunakan, dan memerlukan. Artinya dapat disimpulkan bahwa 

urgensi adalah sifatnya sangat mendesak sehingga perlu tindak lanjut 

agar masalah tersebut selesai.
9
 

2. Urgensi Dalam Memiliki NPWP 

 Ada banyak sekali urgensi dari pengusaha yang memiliki NPWP 

khususnya pelaku usaha UMKM berikut lima Urgensi dalam memiliki 

NPWP : 

a. Mempermudah dalam Membayar Zakat Mal.  

Dalam agama Islam, diwajibkan untuk membayar zakat mal 

sebesar 2.5% dari penghasilan. Dalam hal ini Hubungannya 

                                                             
8
Mardiasmo,Perpajakan, 33. 

9
Lega Bestari, “Pengaruh Kebutuhan Memiliki NPWP, Kemudahan Dalam 

Perpajakan, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepemilikan Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP)”, Jom. Fekon Vol.2 No.1 Februari 2015 
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dengan memiliki NPWP yaitu seluruh penghasilan dikenakan PPh 

Pasal 21 (Pajak Penghasilan)akan terkontrol. 

b. Terkena PPh Tinggi saat Belanja Barang ke Luar Negeri. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2008 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009 tentang 

kepabeanan, jika Belanja Barang Online ke Luar Negeri atau ke 

situs e-commerce yang berada di luar Indonesia melalui internet 

dan barang yang nilainya lebih dari $50 USD maka akan 

dikenakan PPh. 

c. Syarat pengajuan kredit ke bank. 

Untuk pengajuan kredit ke bank dengan nilai di atas Rp 50 Juta, 

salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah wajib punya atau 

melampirkan NPWP.
10

 

Poin terakhir ini sangat penting bagi UMKM karena untuk 

menunjang keberlanjutan usaha pelaku UMKM tersebut, 

olehkarena itu pelaku UMKM diwajibkan memiliki NPWP 

karena selain dimudahkan dalam bertransaksi pelaku UMKM 

juga akan dimudahkan dalam proses pengajuan dana atau modal 

usahanya. 

3. Kelemahan dan Kelebihan Memiliki NPWP  

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan 

kepada wajib Pajak sebagai sarana dalama administrasi perpajakan 

                                                             
10

Ibid.,5-7. 
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yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib 

pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban 

perpajakannya.  

Adapun kelemahan dan kelebihan dalam memiliki NPWP sebagai 

berikut : 

a. Kelemahan Tidak Memiliki NPWP 

1) Kesulitan Mengajukan Kredit Perbankan  

NPWP sangat penting untuk urusan Perbankan. Ketika tidak 

memiliki NPWP, seseorang akan merasa kesulitan dalam proses 

pembuatan rekening bank,hingga pengajuan pinjaman atau 

kredit. 

2) Karyawan Akan Terkena Potongan Pajak Penghasilan (PPh) 

yang tinggi. 

Tarif yang harus dibayarkan bagi yang tidak memiliki NPWP 

sebesar 20% 

3) Karyawan Terkena Potongan Pajak Yang Tinggi Saat PHK 

Pesangon yang sudah menjadi hak karyawan atas konpensasi 

PHK akan di potong pajak mencapai 20% lebih tinggi 

dibandingkan dengan karyawan yang memiliki NPWP. 

Pesangaon yang diterima akan dikenai PPh Pasal 21 dan tidak 

dikenakan tarif pajak 20%. 
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b. Kelebihan Memiliki NPWP 

1) Menghindari Sanksi Pidana  

Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Dan 

Tata Cara Perpajakan menyebutkan, warga yang memenuhi 

peryaratan subjektif dan objektif tetapi tidak memiliki NPWP 

terancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 

6 tahun. 

2) Menghindari Tarif Pajak Tinggi 

Bagi yang tidak punya NPWP, wajib pajak yang terkena PPh 

Pasal 21 akan lebih besar 20% ketimbang yang memiliki 

NPWP. Untuk tarif PPh Pasal 23,pembayaran pajaknya 

menjadi dua kali lipat. 

3) Membuat paspor 

Bagi ingin melakukan perjalanan keluar negeri, paspor wajib 

memiliki NPWP. Karena NPWP menjadi salah satu syarat yang 

dibutuhkan selain KTP dan Kartu Keluarga. 

4) Melamar Pekerjaan 

Banyak perusahaan mewajibkan para calon pekerjanya untuk 

memiliki NPWP. Perusahaan akan memotong PPh Pasal 21 

karyawannya dengan tarif normal, yaitu tarif bagi karyawan 

yang memiliki NPWP. 
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4. Manfaat Memiliki NPWP  

a. Potongan Pajak Yang Rendah  

Manfaat ini sangat terasa bagi Wajib Pajak khususnya pelaku 

UMKM, karena ketika tidak memiliki NPWP Wajib Pajak 

akandikenakan pajak 20% lebih tinggi dari jumlah pajak yang 

mesti dibayarkan. Sedangkan yang memilikiNPWP pasti dikenakan 

pemotongan yang lebih rendah dari itu. 

b. Sebagai Persyaratan Administrasi 

Dengan memiliki NPWP,Wajib Pajak (WP) dapat mendapatkan 

kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi, seperti 

adminstrasi di Bank. Bahkan beberapa institusi Perbankan yang 

mengharuskan untuk memasukan NPWP sebagai salah satu syarat 

utama atau syarat dokumen pendukung untuk admistrasinya. Salah 

satu pembuatan dokumen yang membutuhkan NPWP adalah 

sebagai syarat, sebagai berikut : 

1) Pembuatan SIUP 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan surat izin bagi 

seseorang atau badan untuk melaksanakan perdagangan. SIUP 

sebagai bukti pengesahan usaha yang dijalankan dan 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah. 

2) Pembuatan Rekening dan Pengajuan Kredit Bank 

Ketika akan membuka rekening Bank ataupun mengajukan 

kredit ke Bank, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah 
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Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Karena NPWP sebagai 

salah satu syarat dokumen utama dalam proses kredit di Bank. 

Tujuannya adalah untuk mengecek apakah calon peminjam taat 

Pajak atau tidak, selain itu dengan memiliki NPWP akan 

dipermudah dalam mengajukan kredit di Bank. 

5.  Tindakan Yang Dilakukan Kantor Pajak Saat UMKM Tidak 

Memiliki NPWP  

Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak (DJP)  melalui akun 

Media Sosial (Medsos) melakukan edukasi-edukasi, terus membuat 

infografis-infografis masalah kewajiban perpajakan. Jadi tetap 

melakukan sosialiasi baik secara langsung maupun tidak secara 

langsung contohnya melalui media sosial seperti infografis,video-

video seputar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik yang secara 

langsung kita mengundang wajib pajak menjelaskan kewajiban-

kewajiban wajib pajak khususnya kepada pelaku-pelaku usaha agar 

pelaku usaha memiliki NPWP. Kemudian sesuai  Pasal 39 UU No. 28 

Tahun 2007 tentang Ketentuan umum Dan Tata Cara Perpajakan 

menyebutkan, warga yang memenuhi peryaratan subjektif dan objektif 

tetapi tidak memiliki NPWP terancam pidana penjara paling singkat 6 

bulan dan paling lama 6 tahun.
11

 

 

                                                             
11

Linda Ayu Wulandari “Perpajakan Dasar Untuk UMKM”,   

https://www.pajak.go.id/id/artikel/perpajakan-dasar-untuk-umkm-pemula, Diakses pada 

28 Februari 2021, pukul 13.30. 

https://www.pajak.go.id/id/artikel/perpajakan-dasar-untuk-umkm-pemula


 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan Penelitian yang dipakai oleh peneliti termasuk jenis penelitian 

lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu 

pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, 

atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu 

hal. Penelitian lapangan bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-

sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk 

mengetahi urgensinya NPWP bagi pemilik umkm. Sasaran dan lokasi 

yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian.
1
 Sasaran dan lokasi 

yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Pemilik UMKM 

di Kota Metro. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah Penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan 

untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala apa adanya saat 

dilakukan penelitian.
2
Penelitian kualitatif mengungkapkan suatu 

fenomena melalui deskripsi bahasa non-statistik dan juga menekankan 

                                                             
1
Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: 

Budi Aksara, 2011), 24. 
2
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 309. 
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pada proses analisis. Penelitian kualitatif ini bermaksud untuk 

memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan 

cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa.
3
 

Penelitian bersifat deskriptif berusaha mendeskripsikan gejala, 

peristiwa-peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian 

deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana 

adanya pada saat penelitian berlangsung.
4
 

Adapun metode data yang dilakukan melalui pendekatan 

kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud 

untuk menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Artinya, data 

yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut 

berasal dari lapangan yang dikumpulkan dengan menggunakan 

dokumen, naskah wawancara dan catatan hasil penelitian di lapangan.
5
 

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memecahkan masalah 

secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat 

populasi.
6
Jadi, penelitian ini menafsirkan data secara sistematis dan 

akurat berkenaan dengan fakta dan fenomena yang terjadi saat 

penelitian berlangsung mengenai Urgensi NPWP Bagi UMKM 

Terhadap Penambahan Modal Usaha. 

 

                                                             
 

4
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif daN R&D Edisi revisi, 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 29. 
5
Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 75. 

6
Ibid., 75.  
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B. Sumber Data  

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber asli. Data primer adalah data 

dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, 

gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat 

dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang 

berkenaan dengan variabel yang diteliti.
7
 Dimana proses pengumpulan 

data perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang 

dijadikan objek penelitian.
8
Data primer diperoleh langsung oleh 

peneliti dari objek penelitian secara langsung. Sumber data primer 

adalah data yang diperoleh dan digali secara langung dari sumber 

pertama atau subjek penelitian.
9
 

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data 

dihasilkan.
10

 Data-data ini diperoleh langsung dari sumber data 

pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian dan hasil wawancara 

serta dokumen terkait penelitian ini. Sumber data Primer dalam 

penelitian ini adalah subyek penelitian (informan) itu sendiri yang 

berkaitan dengan Urgensi NPWP bagi UMKM Terhadap Penambahan 

Modal Usaha. Secara spesifik, sumber utama diperoleh dari 

                                                             
7
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010, 22.  
8
Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2008), 103. 
9
Ibid.,  

10
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Grup, 2013), 129. 
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wawancara kepada Pegawai KPP Pratama Metro Lampung dan 20 

Pelaku UMKM Di Kota Metro Lampung. 

 Untuk mendapatkan data yang diperlukan menggunakan teknik 

judgmental sampling. Judgmental Sampling adalah salah satu teknik 

dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara 

menetapkan kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian 

sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.
11

 UMKM yang 

memenuhi kriteria seperti UMKM yang memiliki NPWP dan 

mendapatkan tambahan modal dengan adanya NPWP. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang 

menjadi pelengkap dari sumber data primer.
12

Data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, 

notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, 

benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data 

primer.
13

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

buku-buku sebagai literatur pokok atau penunjang, Laporan hasil 

penelitian, Jurnal, Artikel, Internet, Surat Kabar, dan Sumber Lainnya 

yang memiliki relevansi dengan judul penelitian ini. Data sekunder 

menjadi data-data pendukung bagi peneliti yang berhubungan dengan 

objek penelitian.Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh 

                                                             
11

Sugiarto,Metodologi Penelitian Bisnis (Jakarta:ANDI OFFSET,2017),153. 
12

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi 

IV Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 131.  
13

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010), 22.   
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dari buku-buku sebagai literatur pokok peneliti yang berhubungan 

dengan Urgensi NPWP Bagi UMKM Terhadap Modal Usaha. Data 

sekunder dari penelitian ini diperoleh dari sumber 

bukuMardiasmo,“Perpajakan”,Yogyakarta: CV Andi Offset,2018. 

Dan Abbas Djamila,Pengaruh Modal Usaha, Orientasi Pasar, Dan 

Orientasi Kewirausahaan Terhadap  Kinerja UKM Kota Makassar, 

Jurnal Manajemen, Ide,Inspirasi,2018. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua yaitu:  

1. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara (interview).
14

Wawancara melibatkan tanya jawab lisan 

antara dua orang atau  lebih secara langsung. Wawancara diartikan 

sebagai percakapan dengan maksud tertentu,dimana percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
15

 

Pada penelitian ini data didapatkan oleh peneliti dari lapangan 

ataupun pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti secara terstruktur 

                                                             
14

Ibid., 198.  
15

Lexy J Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2009), 186.  
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kepada Pegawai KPP Pratama Metro Lampung dan Pelaku UMKM 

yang memiliki NPWP di Kota Metro Lampung. Wawancara dengan 

Bapak Chandra Andikha selaku Pegawai Kantor Pajak KPP Pratama 

Metro Lampung, yang mengetahui manfaat dan urgensi NPWP bagi 

pelaku Usaha. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara  kepada 

20 pelaku UMKM yang memiliki NPWP. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh 

peneliti melalui dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa 

yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang.
16

 

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan 

laporan yang didapati dari perusahaan atau lembaga yang diteliti atau 

laporan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Teknik ini 

peneliti gunakan untuk mengetahui atau memperoleh data tentang 

Urgensi NPWP Bagi UMKM Terhadap Penambahan Modal Usaha 

(Studi Pada Pemilik UMKM Yang Memiliki NPWP Di Kota Metro 

Lampung). 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan 

data, mengorganiasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

                                                             
16

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitati f Kualitati f dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 

2014), 422. 



28 

 

 

 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan 

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
17

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data 

secara deskriptif kualitatif, dimana data-data yang diperoleh merupakan 

data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-

uraian dan bukan berbentuk angka-angka, kemudian dianalisis secara terus 

menurus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-

dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang kongkrit dan valid.
18

 

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknis analisis data secara induktif, 

yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat 

khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan 

permasalahan yang bersifat umum.
19

Induktif adalah cara berfikir dimana 

ditarik suatu kesimpulan yang umum dari berbagai kasus yang bersifat 

individual.
20

Peneliti menarik kesimpulan berangkat dari sebuah peristiwa, 

fakta dan data secara khusus kemudian ditarik generalisasinya menjadi 

kesimpulan yang bersifat umum. Cara seperti ini digunakan untuk 

melakukan pembahasan dan mencari informasi terkait Urgensi NPWP bagi 

UMKM Terhadap Penambahan Modal Usaha. 

Teknis analisis data dalam penelitian ini yaitu setelah semua data seperti 

wawancara dan dokumentasi maka akan dianalisis data tentang fakta 

                                                             
17

Lexy J.Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya Offset, 2013), 248.  
18

Moh. Karisman, Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif, (Malang: UIN 

Maliki Perss, 2010), 176. 
19

Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karia Ilmiah, (Bandung: Sinar Baru, 2011), 

7.  
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kongkrit mengenai Urgensi NPWP bagi UMKM Terhadap Penambahan 

Modal Usaha kemudian akan ditarik kesimpulan. 

 



 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum KPP Pratama Kota Metro Lampung 

1. Sejarah Singkat  KPP Pratama Metro Lampung 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro didirikan dan beroperasi pada 

tahun 1994 berdasarkan keputusan Mentri Keuangan nomor 

94/KMK.01/1994 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal 

Pajak, saat itu bernama Kantor Pelayanan Pajak Metro (KPP Metro) dan 

berbarengan dengan Kantor Pelayanan PBB Metro (KP PBB Metro) dimana 

kedua satuan kerja tersebut beralamat di  Jalan Alamsyah Ratu 

Prawiranegara Nomor 66 Kelurahan Metro, Kecamatan Metro-Kota Metro 

kode pos 34111 (dulu Jalan Unyi Nomor 66 Kauman Bawah, Kecamatan 

MetroPusat-KotaMetro)

Sejak tanggal 9 September 2008 Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Metro dan Kantor Pelayanan Pajak PBB Metro dilebur menjadi satu satuan 

kerja dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro (KPP Pratama 

Metro) dimana penetapanya berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak 

nomor KEP-159/PJ/2008 tanggal 4 september 2008. Kantor pelayanan Pajak 

Pratama Metro lahir bersamaan dengan penerapan sistem administrasi 

perpajakan modern atau yang dikenal dengan sebutan Reformasi Birokrasi. 

Sebelumnya, kantor pelayanan yang menangani pajak penghasilan dan 

pajak pertambahan nilai adalah kantor pelayanan pajak metro sedangkan 



32 

 

 

 

yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang Pajak Bumi Dan 

Bangunan  (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 

(BPHTB) dilakukan oleh kantor pelayanan PBB Metro, namun sejak 9 

september 2008 fungsi yang dijalankan oleh kantor pelayanan pajak metro 

dan kantor pelayanan PBB Metro dilebur, dengan demikian kantor 

pelayanan pajak pratama Metro bertugas melaksankan penyuluhan, 

pelayanan dan pengawasan wajib pajak dibidang pajak penghasilan, pajak 

pertambahan nila, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung 

lainya, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.Wilayah kerja atau wewenang kantor pelayanan 

pajak pratama metro meliputi tiga daerah tingkat II (satu kota dan dua 

kabupaten) yaitu :Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah Dan Kabupaten 

Lampung Timur. 

Sebelum menempati tempat yang sekarang, KPP Pratama Metro sempat 

berpindah tempat beberapa kali. Pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1989 

KPP Pratama Metro berlokasi di Jl. Tongkol No. 28 Kota Metro dengan 

menempati gedung milik sendiri. Penambahan pegawai negeri yang cukup 

banyak menyebabkan tidak tersedianya fasilitas kerja bagi mereka di kantor 

tersebut sehingga diperlukan kantor baru. Sebagai jalan keluar, akhirnya 

KPP Pratama Metro menyewa bangunan di Jl. Hasanudin No. 858 yang 

dijadikan tempat sementara untuk melangsungkan aktifitas para 

pegawainya. 
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Pada tahun 1989 KPP Pratama Metro kembali berpindah lokasi ke 

Rawasari, Metro Timur hingga tahun 1995 dengan status gedung milik 

sendiri yang mampu memfasilitasi seluruh aktifitas kantor yang ada. 

Selanjutnya, pada tahun 1993 KPP Pratama Metro mulai membangun 

gedung baru berlantai 4 di Jl. 6 Unyi No. 66 Metro Pusat (sekarang berubah 

menjadi Jl.A.R.Prawiranegara No. 66 Kauman Bawah).
1
 

Kemudian berdasarkan penelitian yang diteliti oleh peneliti  jumlah 

UMKM yang memiliki NPWP dan Terdaftar di KPP Pratama Metro adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

 

Sedangkan pemilik UMKM  yang belum memiliki NPWP sebanyak 

3.575. KPP Pratama dan Kantor Pusatnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) 

melakukan  edukasi-edukasi, membuat infografis-infografis masalah kewajiban 

perpajakan di Media-Media Sosial DJP. Pihak KPP terus  melakukan sosialiasi 

baik secara langsung maupun tidak secara langsung contohnya melalui media 

sosial seperti infografis,video-video seputar Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) baik yang secara langsung kita mengundang wajib pajak menjelaskan 

kewajiban-kewajiban wajib pajak khususnya kepada pelaku-pelaku usaha.  

                                                             
1
Dokumentasi KPP Pratama Metro Lampung 

Jumlah Wajib Pajak UMKM  227.519 

Normal 46.879 

Non Efektif  180.640 
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Berikut contoh Infografis dari  KPP Pratama dan DJP Pusat untuk 

mengedukasi Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Media KPP Pratama dan DJP Bengkulu Lampung 

Pada gambar diatas adalah edukasi serta informasi seputar Kelas Pajak 

Onlie, kemudian informasi terkait NPWP Elektronik beserta tahapan-tahapan 

untuk mendaftar NPWP Elektronik, dan gambar terakhir adalah  Layanan 

Informasi, jadi ketika Wajib Pajak akan menanyakan tentang pajak bisa 
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langsung hubungi nomor yang tertera. Cara ini memudahkan bagi wajib pajak 

khususnya pelaku UMKM ketika ada hal-hal yang kurang faham bisa langsung 

menghubungi nomor tersebut tanpa harus bertatap muka, terkhusus jika ingin 

bertanya-tanya seputar NPWP, manfaat NPWP dan pentingnya NPWP. 

 

B. Urgensi NPWP Bagi UMKM Terhadap Penambahan Modal Usaha Pada 

Pemilik UMKM Yang Memiliki NPWP  Di Kota Metro Lampung. 

1. Urgensi NPWP Bagi KPP Pratama Metro  

KPP Pratama Metro selalu mengadakan sosialiasi terkait NPWP 

kepada Wajib Pajak baik itu usahawan maupun pegawai. Ketika usahawan 

ataupun pegawai memiliki NPWP, tentu sangat memudahkan pihak KPP 

dalam memonitoring wajib pajak baik dalam history pembayaran pajak, 

melihat transaksi wajib pajak. Karena pihak KPP khususnya bagian 

Pengawasan dan Konsuling ( Waskon ) akan selalu memantau Wajib Pajak 

(WP) dalam transaksi menggunakan NPWP. Olehkarena itu NPWP sangat 

penting untuk pemantauan atau memonitoring Wajib Pajak dan juga 

memudahkan ketika ada informasi-informasi dari pihak pajak yang 

kemudian pihak Waskon akan langsung mengubungi Wajib Pajak (WP). 

2. Urgensi NPWP Bagi UMKM  

Berdasarkan penelitian yang peneliti teliti, banyak sekali alasan 

mengapa pelaku UMKM mengajukan atau membuat NPWP bagi mereka 

pelaku UMKM, karena dengan adanya NPWP pelaku UMKM sangat 

terbantu ketika ingin transaksi, bahkan dimudahkan untuk transaksi 

pembayaran pajak, wajib memiliki NPWP. Dalam hal perizinan membuat 
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usaha mewajibkan memiliki NPWP, kemudian untuk pembuatan rekening 

Bank mewajibkan memiliki NPWP,artinya NPWP sangat penting bagi 

pelaku UMKM untuk kelancaran usahanya. 

3. Urgensi NPWP Sebagai Syarat Penambah Modal  

Pelaku UMKM yang memiliki NPWP sangat terbantu ketika memiliki 

NPWP, karena setelah peneliti teliti banyak pelaku UMKM mengajukan 

modal usaha kepada pihak Bank. Ketika pelaku UMKM tersebut 

mengajukan modal usaha ke Bank namun tidak memiliki NPWP, maka yang 

terjadi akan ditolak, karena NPWP adalah salah satu syarat yang dibuat oleh 

Bank ketika akan mengajukan modal usaha. Jadi ketika pelaku UMKM 

tidak memiliki NPWP otomatis tidak akan dilayani ketika ingin mengajukan 

modal bahkan diperintahkan untuk membuat terlebih dahulu. Artinya 

NPWP sangatlah penting bagi pelaku UMKM untuk keberlangsungan 

usahanya dan saat mengajukan modal usaha dengan memiliki NPWP akan 

dilayani tanpa adanya hambatan serta kesulitan, karena mudah saja. 

4. Hasil Wawancara Dengan Bapak Chandra Andika selaku Account 

Representative (AR) KPP Pratama Metro Lampung  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Chandra Andika, menurut 

beliau Usaha KPP Pratama Metro  dalam memberikan  edukasi terhadap 

pelaku usaha agar memiliki NPWP kita mengadakan sosialiasi secara 

berkala melalui KPP melalui KP2KP, kan KP2KP kita ada 2, satu di 

Sukadana lokasi tepatnya di Way Jepara dan KP2KP Bandar Jaya. Selain itu 

juga dari Kantor Pusatnya Direktorat Jendral Pajak (DJP)  melalui akun 
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Media Sosial (Medsos) untuk edukasi-edukasi, terus membuat infografis-

infografis masalah kewajiban perpajakan. Jadi kita tetap melakukan 

sosialiasi baik secara langsung maupun tidak secara langsung contohnya 

melalui media sosial seperti infografis,video-video seputar Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) baik yang secara langsung kita mengundang wajib 

pajak menjelaskan kewajiban-kewajiban wajib pajak khususnya kepada 

pelaku-pelaku usaha.  

Adapun Manfaat NPWP bagi pelaku usaha sangat banyak  yang 

pertama NPWP adalah kewajiban warga negara, jadi setiap pelaku usaha 

wajib memiliki NPWP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, 

selanjutnya  perizinan usaha sekarang mewajibkan memiliki NPWP, 

membuat rekening Bank pun mewajibkan memiliki NPWP, selain itu 

sekarang kalau kita mau keluar Negeri dan memiliki NPWP kita akan bebas 

Fiskal, jadi tidak harus membayar Fiskal ketika perjalanan keluar Negeri 

kalau kita punya NPWP, terus juga tarif pajak juga lebih kecil kalau kita 

punya NPWP,kalau kita gak punya NPWP tarif pajaknya akan lebih besar 

kayak Pasal 21 kita 20% lebih tinggi Pasal 23 nya kita akan  dipotong 100% 

lebih tinggi jadi dua kali lipat jadi itu tadi manfaat NPWP bagi pelaku usaha 

atau UMKM. 

Jadi dapat diketahui bahwa betapa urgensinya NPWP bagi pelaku 

usaha khususnya UMKM selain untuk sarana membayar Pajak, traksasi, dan 

syarat jika keluar Negeri, NPWP juga penting untuk syarat dalam 

mendirikan suatu  usaha, kemudian juga untuk mengajukan permodalan 
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kepada pihak instansi terkait, karena saat ini semua instansi akan lebih 

mempercayai pelaku usaha yang memiliki NPWP daripada tidak punya 

NPWP. Intansi yang dimasksudkan adalah pihak Bank yang mewajibkan 

seseorang untuk mengajukan modal dengan syarat harus memiliki NPWP. 

Olehkarena itu pelaku usaha diwajibkan memiliki NPWP guna menunjang 

usahanya kedepan, karena pelaku usaha tentunya membutuhkan modal 

usaha.
1
 

2. Hasil Wawancara Dengan UMKM Yang Memiliki NPWP Di Kota Metro 

Lampung 

Respon dari 20 UMKM Yang Memiliki NPWP Di Kota Metro 

Lampung, yaitu sebagai berikut:  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riskini, Riskini kurang 

mengetahui tentang NPWP secara jelas, tapi Riskini punya NPWP untuk 

usahanya. Riskini memiliki NPWP sejak 2019, Riskini mengatakan dengan 

adanya NPWP untuk mempermudah membayar pajak, kemudian untuk 

minjam uang ke Bank, apalagi Riskini memiliki usaha. Sampai saat ini 

Riskini sangat merasakan manfaat dengan adanya NPWP ini. Saat 

mengajukan permodalan kepihak Bank Riskini tidak ada hambatan sama 

sekali. Dalam mendaftar NPWP Riskini tidak merasa kesulitan sama 

sekali,karena syaratnya hanya KTP KK dan kalau yang memiliki usaha 

harus memiliki usaha.
2
 

                                                             
1
Bapak Chandra Andika selaku Account Representative (AR) KPP Pratama Metro 

Lampung, wawancara pada tanggal 10 Februari 2021 
2
Riskini Pelaku UMKM, Wawancara, pada Tanggal 8 Februari 2021 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Dara, Dara sangat mengetahui 

tentang NPWP, Darasudah lama memiliki NPWP sejak 2018,manfaat yang 

dirasakan untuk usaha Daraselain untuk membayar Pajak juga untuk 

meminjam uang ke Bank, Dara mengatakan NPWP penting bener untuk 

usaha apalagi saat ini pandemi. Dara meminjam uang untuk modal ke 

BankBRI. Saat mengajukan modal tidak ada kendala sama sekali karena 

mudah, yang terpenting persyaratan lengkap apalagi kalau memiliki NPWP 

pasti di percaya oleh pihak Bank.
1
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dery,Dery sudah mengetahui 

NPWP sejak lama, adapun alasan Dery dalam memilikin NPWP yaitu kalau 

ada keperluan di Bank itu harus memiliki NPWP, kalau kita gak punya 

NPWP gak akan di layani ketika ingin mengajukan modal di bank. Dery 

mengajukan modal usaha di Bank BRI,tidak ada hambatan sama sekali. 

Dery mengatakan NPWP ini sangat penting sekali guna kelanjutan usaha 

Dery. Dery mengajukan permodalan kepada Bank BRI karena mudah 

apalagi kalau memiliki NPWP. Karena kalau tidak memiliki NPWP harus 

membuat NPWP terlebih dahulu, bahkan tidak diterima kalau tidak 

memiliki NPWP, artinya NPWP sangat penting bagi kami pelaku UMKM.
2
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eka Septiani,Eka Septiani, sangat 

mengetahui tentang NPWP, Eka Septiani sudah lama memiliki NPWP sejak 

2018,manfaat yang dirasakan untuk usaha Eka Septianiselain untuk 

membayar Pajak juga untuk mengajukan modal ke BankSaat mengajukan 

                                                             
1
Dara Pelaku UMKM, Wawancara, pada Tanggal 8 Februari 2021 

2
Dery Pelaku UMKM, Wawancara, pada Tanggal 8 Februari 2021 
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modal tidak ada kendala sama sekali karena mudah, yang terpenting 

persyaratan lengkap apalagi kalau memiliki NPWP pasti di percaya oleh 

pihak Bank
1
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nadia Azahra,Nadia Azahra 

kurang terlalu mengetahui tentang NPWP tetapi sudah lama memiliki 

NPWP karena ada usaha, jadinya harus memiliki NPWP. Nadia Azahra 

menyebutkan dengan adanya NPWP lumayan terbantu ketika usaha tidak 

terlalu ramai pembeli, jadinya harus mengajukan modal kepihak Bank, 

enaknya jika memiliki NPWP pasti dilayani karena sudah memenuhi syarat 

dalam pengajuan modal usaha. Nadia Azahra mengajukan permodalan ke 

BankBRI,selain itu juga manfaat yang dirasakan benar-benar terbantu ketika 

Nadia Azahra memiliki NPWP. Dalam mengajukan permodalan juga tidak 

ada kendala sama sekali dan juga dalam membuat NPWP tidaklah sulit 

karena sangat mudah sekali.
2
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Santi, Santisangat mengetahui 

tentang NPWP karena dulu semasa duduk di bangku kuliah ada mata kuliah 

tentang Perpajakan, Santisudah memiliki NPWP sejak 2017.Santijuga 

mengatakan NPWP sangat penting bagi usahawan khususnya UMKM 

karena namanya usaha tidak lancar-lancar begitu saja, pasti ada pasang 

surutnya usaha. Jadi pemilik usaha bisa mengajukan permodalan ke pihak 

Bank dengan salah satu syaratnya yaitu membawa NPWP, karena nanti akan 

disuruh pulang ketika kita tidak memiliki NPWP. Kemudian Santi 

                                                             
1
Eka Septiani UMKM, Wawancara, pada Tanggal 8 Februari 2021 

2
Nadia Azahra Pelaku UMKM, Wawancara, pada Tanggal 8 Februari 2021 



41 

 

 

 

mengatakan untuk proses pengajuan tidak ada kendala, karena kita memiliki 

NPWP dan saat pendaftaran NPWP juga tidak ada kendala lancar-lancar 

saja selain untuk pengajuan S juga lebih aktif membayar pajaknya ke Kantor 

Pajak.
1
 

Berdasarkan wawancara dengan Lukman Syarif,Lukman Syarif 

mengatakan kurang terlalu mengetahui tentang NPWP namun Lukman 

Syarifsudah memiliki NPWP sejak 2019 saat awal-awal merintis usahanya. 

Lukman Syarif mengatakan sangat terbantu ketika meminjam modal ke 

Bank kemudian memiliki NPWP jadi langsung di layani. Berbeda ketika 

tidak memiliki NPWP pasti disuruh membuat NPWP terlebih dahulu. Saat 

mengajukan permodalan Lukman Syarif tidak merasakan ada kendala jadi 

lancar-lancar saja,kemudian saat membuat NPWP juga Lukman Syarif tidak 

merasa kesulitan karena mudah. Sejauh ini manfaat yang dirasakan untuk 

usaha Lukman Syarif lumayan banyak khususnya pada usaha Lukman 

Syarif.
2
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Susanto, Susanto sangat 

mengetahui tentang NPWP, Susanto sudah lama memiliki NPWP sejak 

2018, manfaat yang dirasakan untuk usaha Susanto selain untuk membayar 

Pajak juga untuk meminjam uang ke Bank,Susantomeminjam uang untuk 

modal ke BankBRI saat mengajukan modal tidak ada kendala sama sekali 

                                                             
1
Santi Pelaku UMKM, Wawancara, pada Tanggal 8 Februari 2021 

2
Lukman Syarif Pelaku UMKM, Wawancara, pada Tanggal 8 Februari 2021 
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karena mudah, yang terpenting persyaratan lengkap apalagi kalau memiliki 

NPWP pasti di percaya oleh pihak Bank.
1
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Samsul Hidayat, Samsul Hidayat 

sudah mengetahui NPWP sejak lama, adapun alasan Samsul Hidayatdalam 

memilikin NPWP yaitu kalau ada keperluan di Bank itu harus memiliki 

NPWP, kalau kita gak punya NPWP gak akan di layani ketika ingin 

mengajukan modal di Bank Samsul Hidayatmengajukan modal usaha di 

BankBRI. Samsul Hidayatmengatakan NPWP ini sangat penting sekali guna 

kelanjutan usaha Samsul Hidayat. Samsul Hidayat mengajukan permodalan 

kepada BankBRI,karena mudah apalagi kalau memiliki NPWP. Karena 

kalau tidak memiliki NPWP harus membuat NPWP terlib dahulu, bahkan 

tidak diterima kalau tidak memiliki NPWP. Saat mengajukan permodalan di 

Bank SH tidak ada kendala sama sekali,lanca-lancar saja.
2
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yoga Pratama, Yoga Pratama 

sudah mengetahuiNPWP sejak adanya sosialisasi dari pihak Bank tentang 

kemudahan dalam memiliki NPWP. Yoga Pratama akhirnya membuat 

NPWP awalnya saat mengajukan modal usaha di awal ditolak karena tidak 

memenuhi persyaratan di Bank, yaitu harus memiliki NPWP. Yoga Pratama 

membuat NPWP tahun 2019 untuk menambah modal usahanya. Dalam 

mengajukan permodalan Yoga Pratama tidak merasa kesulitan, Bank yang 

                                                             
1
Susanto Pelaku UMKM, Wawancara, pada Tanggal 8 Februari 2021 

2
Samsul Hidayat Pelaku UMKM, Wawancara, pada Tanggal 8 Februari 2021 
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Yoga Pratamaajukan yaitu BankBRI. Kemudian manfaat yang dirasakan 

lumayan terbantu dengan adanya NPWP ini.
1
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Suryanti, Sri Suryanti kurang 

tahu tentang NPWP secara jelas tapi tau fungsinya untuk membayar Pajak. 

Sri Suryanti juga mengatakan dengan adanya NPWP dapat mengajukan 

permodalan di Bank dan itupun tidak sulit karena kita punya NPWP,kalau 

tidak punya NPWP pasti disuruh membuat NPWP dahulu. Dalam membuat 

NPWP Sri Suryanti tidak merasa kesulitan karena syaratnya mudah yaitu 

hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) saja. 

Manfaat yang Sri Suryanti rasakan untuk usahanya ya lumayan bermanfaat 

untuk usahanya.
2
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ria Damayanti, Ria Damayanti 

lumayan mengetahui tentang NPWPsejak 2019, manfaat yang dirasakan 

untuk usaha Ria Damayanti selain untuk membayar Pajak juga untuk 

meminjam uang ke Bank,Ria Damayanti meminjam uang untuk modal ke 

Bank BRI saat mengajukan modal tidak ada kendala sama sekali karena 

mudah, yang terpenting persyaratan lengkap apalagi kalau memiliki NPWP 

pasti di percaya oleh pihak Bank
3
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tri Dadi, Tri Dadi kurang terlalu 

mengetahui tentang NPWP tetapi sudah lama memiliki NPWP karena ada 

usaha, jadinya harus memiliki NPWP. Tri Dadi menyebutkan dengan 

adanya NPWP lumayan terbantu ketika usaha tidak terlalu ramai pembeli, 

                                                             
1
Yoga Pratama Pelaku UMKM, Wawancara, pada Tanggal 8 Februari 2021 

2
Sri Suryanti Pelaku UMKM, Wawancara, pada Tanggal 9 Februari 2021 

3
Ria Damayanti Pelaku UMKM, Wawancara, pada Tanggal 9 Februari 2021 
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jadinya harus mengajukan modal kepihak Bank, enaknya jika memiliki 

NPWP pasti dilayani karena sudah memenuhi syarat dalam pengajuan 

modal usaha. Tri Dadimengajukan permodalan ke Bank BRI,selain itu juga 

manfaat yang dirasakan benar-benar terbantu ketika Tri Dadi memiliki 

NPWP. Dalam mengajukan permodalan juga tidak ada kendala sama sekali 

dan juga saat membuat NPWP tidaklah sulit.
1
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sulisyono, Sulisyono kurang 

mengetahui tentang NPWP secara jelas, tapi Sulisyono punya NPWP untuk 

usahanya. Sulisyono memiliki NPWP sejak 2019, Sulisyono mengatakan 

dengan adanya NPWP untuk mempermudah membayar Pajak, kemudian 

untuk minjam uang ke Bank,apalagi Sulisyono memiliki usaha. Sampai saat 

ini Sulisyono sangat merasakan manfaat dengan adanya NPWP ini. Saat 

mengajukan permodalan kepihak Bank Sulisyono tidak ada hambatan sama 

sekali. Dalam mendaftar NPWP Sulisyonotidak merasa kesulitan sama 

sekali,karena syaratnya hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu 

Keluarga(KK).
2
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Elis Susanti, Elis Susanti sudah 

mengetahui tentang NPWP walaupun tidak terlalu jelas tepatnya NPWP 

fungsinya untuk transaksi dalam membayar pajak, ketika seseorang 

memiliki kartu NPWPnya. Elis Susanti juga menyebutkan banyak sekali 

manfaat NPWP ini, selain untuk bepergian NPWP juga untuk  modal 

usaha,secara Bank tidak akan menerima ketika nasabahnya tidak memiliki 

                                                             
1
Tri Dadi Pelaku UMKM, Wawancara, pada Tanggal 9 Februari 2021 

2
Sulisyono Pelaku UMKM, Wawancara, pada Tanggal 9 Februari 2021 



45 

 

 

 

NPWP, Elis Susantimengajukan permodalan  di Bank BRI, di BRI harus 

punya NPWP jika tidak ada maka harus di suruh buat NPWP lebih dahulu. 

Elis Susanti mengatakan tidak ada kendala maupun kesulitan dalam 

mengajukan permodalan dan juga membuat NPWP.
1
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adi Parwoto, Adi Parwoto  tidak 

terlalu mengetahui tentang NPWP tapi Adi Parwotosudah ada NPWP karena 

memiliki usaha. Karena dengan adannya NPWP Adi Parwotobisa 

mengajukan modal usaha ke Bank demi kelanjutan usahanya. Dalam 

pengajuan modal Adi Parwototidak merasa kesulitan karena sudah 

memenuhi syarat, salah satunya  NPWP. Dalam mengajukan modal di Bank 

kalau gak punya NPWP disuruh membuat terlebih dahulu. Adi Parwotojuga 

mengatakan tidak ada kesulitan pula dalam membuat NPWP karena sangat 

mudah.
2
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurmayanti, Nurmayanti 

mengetahui tentang NPWP yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak, Nurmayanti 

juga sudah memiliki NPWP sudah lama. Selama memiliki 

NPWP,Nurmayanti hanya gunakan untuk transaksi pembayaran Pajak saja 

tidak pernah mengajukan permodalan kepihak Bank karena modalnya real 

dari usaha Nurmayanti sendiri. Meskipun begitu Nurmayanti mengatakan 

bahwa NPWP sangat penting sekali untuk pelaku usaha di luar sana ketika 

modal mereka sangat tipis. Nurmayanti juga mengatakan dalam proses 

                                                             
1
Elis Susanti Pelaku UMKM, Wawancara, pada Tanggal 10 Februari 2021 

2
Adi Parwoto Pelaku UMKM, Wawancara, pada Tanggal 10 Februari 2021 
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pembuatan NPWP nya tidak merasa ada kesulitan karena syaratnya pun 

mudah.
1
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yamin, Yamin sangat 

mengetahui tentang NPWP, Yamin sudah lama memiliki NPWP,manfaat 

yang dirasakan untuk usaha Yaminselain untuk membayar Pajak juga untuk 

meminjam uang ke Bank, Yaminmengatakan NPWP penting sekali untuk 

usahanya, apalagi saat ini pandemi. Yamin meminjam uang untuk modal ke 

Bank BRI saat mengajukan modal tidak ada kendala sama sekali karena 

mudah, yang terpenting persyaratan lengkap apalagi kalau memiliki NPWP 

pasti di percaya oleh pihak Bank.
2
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asih Kurniati, Asih 

Kurniatikurang mengetahui tentang NPWP secara jelas, tapi Asih Kurniati 

punya NPWP untuk usahanya. Asih Kurniati memiliki NPWP sejak 2019, 

Asih Kurniati mengatakan dengan adanya NPWP untuk mempermudah 

membayar pajak, kemudian untuk minjam uang ke Bank,apalagi Asih 

Kurniati memiliki usaha. Sampai saat ini Asih Kurniati sangat merasakan 

manfaat dengan adanya NPWP ini. Saat mengajukan permodalan kepihak 

Bank Asih Kurniati tidak ada hambatan sama sekali dan saat mendaftar 

NPWP tidak ada kesulitan, karena prosesnya mudah.
3
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Purwoko, Purwoko sangat 

mengetahui NPWP sejak lama, Purwoko juga memiliki NPWP sejak 

usahanya mengalami sedikit merosot olehkarena itu Purwoko membuat 

                                                             
1
Nurmayanti Pelaku UMKM, Wawancara, pada Tanggal 10 Februari 2021 

2
Yamin Pelaku UMKM, Wawancara, pada Tanggal 11 Februari 2021 

3
Asih Kurniati Pelaku UMKM, Wawancara, pada Tanggal 11 Februari 2021 
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NPWP kemudian mengajukan permodalan kepada pihak Bank, Purwoko 

mengajukan modal ke Bank BRI. Proses pengajuan pun tidak ribet dan tidak 

ada kendala, yang penting persyaratan lengkap. Purwoko sangat merasakan 

benar-benar bermanfaat NPWP bagi usaha Purwoko dan pemilik UMKM. 

Saat membuat NPWP, Purwoko tidak mengalami kesulitan karena syaratnya 

yang mudah dan saat ini bisa  diakses melalui internet kalau dulu harus ke 

Kantor Pajak terdekat.
1
 

 

C. Analisis Urgensi NPWP Bagi UMKM Terhadap Penambahan Modal 

Usaha Pada Pemilik UMKM Yang Memiliki NPWP Di Kota Metro 

Lampung 

 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas bagi wajib pajak 

dalam melaksanakan pembayaran pajaknya. Selain sebagai idendtitas wajib 

pajak, NPWP sangat banyak sekali manfaatnya, baik itu dari kalangan PNS 

sampai dengan pelaku usaha khususnya UMKM. NPWP memiliki peran 

penting bagi UMKM dalam kelanjutan usaha UMKM, karena dengan adanya 

NPWP pelaku usaha akan dipermudah dalam  mengajukan penambahanmodal 

kepada pihak terkait.  

Selain itu juga  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Metro 

selalu mengedukasi seluruh Masyarakat (pemilik UMKM) khususnya di Kota 

Metro tentang NPWP Dalam mengedukasi tentang NPWP yaitu melakukan 

sosialiasi baik secara langsung maupun tidak secara langsung contohnya 

melalui Media Sosial seperti Infografis,Video-Video seputar Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) baik yang secara langsung pihak KPP Pratama 

                                                             
1
Purwoko Pelaku UMKM, Wawancara, pada Tanggal 11 Februari 2021 
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mengundang wajib pajak menjelaskan kewajiban-kewajiban wajib pajak 

khususnya kepada pelaku-pelaku usaha.  

Adapun manfaat NPWP bagi pelaku usaha sangat banyak  yang pertama 

NPWP adalah kewajiban warga negara, jadi setiap pelaku usaha wajib 

memiliki NPWP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya,selanjutnya  

perizinan usaha sekarang mewajibkan memiliki NPWP, membuat rekening 

Bank pun mewajibkan memiliki NPWP.  

Dengan dilakukannya edukasi berupa sosialisasi betapa pentingnya 

NPWP bagi pelaku usaha diharapkan pelaku usaha segera memiliki NPWP 

untuk mempermudah aktifitas transaksi baik itu pembayaran pajak maupun hal 

lain yang dibutuhkan oleh pemilik usaha atau UMKM. Karena ketika UMKM 

tersebut memiliki NPWP akan sangat di percaya oleh Instansi terkait. 

Analisis data dari 20 Pelaku UMKM yang memiliki NPWP Di Kota 

Metro Lampung melalui wawancara dapat disimpulkan bahwa presentase 

UMKM yang mengajukan modal usaha lebih banyak dengan yang tidak. Yang 

mengajukan modal usaha dan mengetahui manfaat NPWP sebanyak 19 pelaku 

UMKM dan yang tidak mengajukan modal sebanyak 1 pelaku UMKM. Saat 

mengajukan permodalaan ke pihak Bank, pelaku UMKM tidak mengalami 

kendala sama sekali karena akan dilayani ketika memiliki NPWP. Begitupula 

ketika membuat NPWP tidak ada kesulitan karena syaratnya yang mudah yaitu 

hanya Kartu Tanda Penduduk(KTP) Dan Kartu Keluarga (KK). 

Faktor dan fakta alasan pelaku UMKM mengajukan modal usaha, karena 

untuk mendorong kelanjutan usahanya, dengan cara memanfaatkan NPWP 
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untuk syarat dalam mengajukan modal usaha,ketika pelaku UMKM tidak 

memiliki NPWP akan diperintahkan membuat terlebih dahulu. Kemudian saat 

mengajukan modal usaha,pelaku UMKM mengajukan modal usaha ke Bank 

BRI,saat proses mengajukan modal juga tidak ada hambatan. 

Adapun manfaat NPWP yang dirasakan oleh pelaku UMKM yang 

memiliki NPWP dalam mengajukan modal usaha sangat berpengaruh terhadap 

usahanya, karena dengan demikian pelaku usaha dapat mengembangkan 

usahanya lebih luas. Selain itu juga dari pihak Kantor Pajak sudah seringkali 

mengadakan Edukasi berupa Sosialisasi betapa pentingnya NPWP bagi pelaku 

Usaha khususnya pelaku UMKM. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa  NPWP sangat bermanfaat terhadap penambahan modal 

usaha khususnya UMKM yang ada di Kota Metro. Adapun manfaat NPWP 

bagi UMKM seperti kemudahan dalam mengajukan modal usaha kepada pihak 

Bank, karena jika tidak ada NPWP maka akan diperintahkan membuat terlebih 

dahulu, yang kedua kemudahan dalam transaksi kepada instansi,dan 

kemudahan dalam membuat perizinaan usaha, karena dalam membuat 

perizinan usaha diwajibkan memiliki NPWP. Selain itu, KPP Pratama Metro 

selalu mengadakan Edukasi sosialisasi secara berkala kepada masyarakat 

khususnya pelaku UMKM baik itu secara langsung dan tidak langsung agar 

memahami betapa urgensinya NPWP. 

 

B. Saran 

1. KPP Pratama Metro  diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi dan edukasi 

khusunya kepada pelaku UMKM yang ada di Kota Metro, agar pelaku 

UMKM mengetahui secara jelas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP).Selain itu, dapat memberikan sesuatu yang baru seperti Infografis 

atau video  ketika menyampaikan sosialisasi dan edukasi agar dapat lebih 

menarik pelaku UMKM untuk mengikuti sosialisasi dan edukasi tersebut. 



51 

 

 

 

2. Kemudian untuk pelaku UMKM lebih taat lagi dalam membayar pajak  dan 

lebih mengetahui lagi bahwa pentingnya NPWP bagi para pelaku UMKM 

salah satunya untuk penambahan modal usaha pelaku UMKM tersebut. 

Dengan demikian usaha yang dijalani akan terbantu dengan adanya NPWP.
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Foto 1. Wawancara dengan Bapak Chandra Andika  

selaku pegawai KPP Pratama Metro Lampung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Wawancara dengan Bapak Dery selaku pelaku UMKM  

yang memiliki NPWP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Wawancara dengan Ibu Santi selaku pelaku UMKM  

yang memiliki NPWP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Wawancara dengan Ibu Eka selaku pelaku UMKM  

yang memiliki NPWP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Wawancara dengan Ibu Darma selaku pelaku UMKM  

yang memiliki NPWP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Wawancara dengan Mba Nadia Azzahra selaku pelaku UMKM  

yang memiliki NPWP 
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